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SILIWANGI

bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang mampu melaksanakan

tugas secara profesional dan bertangg
pengelolaan dan manajemen kepegawai

ng jawab, diperlukan sistem
yang terencana dan terarah

guna mendukung tercapainya visi dan midi Universitas Pakuan;

bahwa Keputusan Bersama Ketua Yayas
Universitas Pakuan Nomor 040/KE

Pakuan Siliwangi dan Rektor
P/YPS/IV/2016 dan Nomor

36/KEP/REK/TV/ 2016 tentang Peratutan Kepegawaian Universitas
Pakuan sudah tidak sesuai dengan kjbutuhan pengelolaan dan

penyelenggaraan manajemen kepeg
sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaj

waian Universitas Pakuan

imana dimaksud dalam huruf a

dan huruf'b, perlu membentuk Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pakuan

Siliwangi tentang Kepegawaian Universit]
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20(
Nasional;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 t
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 t
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 t

ps Pakuan dengan Peraturan.
3 tentang Sistem Pendidikan

pntang Ketenagakerjaan;
pntang Guru dan Dosen;
pntang Pendidikan Tinggi;

ntang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 teEtang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintan Nomor 37 Tahun 2
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu K
Pemutusan Hubungan Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pergy
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun ]

09 tentang Dosen;
2021 tentang Perjanjian Kerja
erja dan Waktu Istirahat, dan

D014 tentang Penyelenggaraan
ruan Tinggi;
2021 Tentang Standar Nasional

Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Ap

atur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebuday

, Riset, dan Teknologi Nomor

53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu P¢ndidikan Tinggi;

Anggaran Dasar Yayasan Pakuan Siliw
Statuta Universitas Pakuan Tahun 2023.

gi;




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

BAB1I
KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

: PERATURAN BADAN PENGURUS YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
TENTANG KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS

PAKUAN.

Dalam Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pakuan Siliwangi ini yang dimaksud
dengan:
Yayasan Pakuan Siliwangi yang selanjutnya disebut YPS adplah penyelenggara Unpak.

Universitas Pakuan yang selanjutnya disebut Unpak 3dalah Perguruan tinggi yang
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melaksanakan Tri Dharma dalam berbagai jenis dan jenjang
Rektor adalah Rektor Universitas Pakuan.

Pegawai adalah seseorang yang telah diangkat dan digaji ol
dan tugas sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di Unp

Pendidikan.

h YPS yang mempunyai fungsi

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkai PKWT adalah Perjanjian Kerja
antara Pegawai dengan YPS untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu ataun
untuk pekerjaan tertentu.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian

Kerja antara Pegawai dengan YPS untuk mengadakan Hubuhgan Kerja yang bersifat tetap.
Pegawai Tetap YPS adalah pegawai Tetap dengan Status PKWTT yang diangkat oleh YPS.
Pegawai Tidak Tetap YPS adalah pegawai PKWT yang bekerja di YPS berdasarkan

perjanjian kerja.

Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badap hukum yang memenuhi syarat

untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perj
Perusahaan pemberi pekerjaan.
Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan
yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
Peraturan Kepegawaian adalah peraturan yang dibuat secara
syarat-syarat kerja dan tata tertib pegawai.
Sistem Informasi Kepegawaian selanjutnya disebut SIM

manajemen yang bermanfaat untuk mengumpulkan data|

informasi, serta mengolah data sebagai pendukung
meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang kepeg
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan ty
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen Tetap YPS adalah dosen yang bekerja penuh wakt]
pendidik tetap di Unpak .

Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil Diperkerjakan yang se
PNS DPK adalah Dosen PNS yang diangkat dan ditetapkan
secara penuh sebagai dosen di Unpak.

Calon Dosen Tetap YPS Unpak adalah calon pegawai tetap Y,
lama 1 (satu) tahun.
Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut d|
(dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
Dosen Asing adalah Dosen dengan kewarganegaraan asing.

jian yang disepakati dengan

Kerja karena suatu hal tertentu
Pegawai dan YPS.
tertulis oleh YPS yang memuat

[PEG adalah sistem informasi
menyediakan akses data dan
pengambilan keputusan untuk
awaian Unpak.

Igas utama mentransformasikan,

dfm teknologi melalui pendidikan,

1 yang berstatus sebagai tenaga

anjutnya disebut dengan Dosen
pleh pemerintah serta ditugaskan

PS dalam masa percobaan paling

engan perjanjian kerja minimal 2

Praktisi adalah seseorang professional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan

bidang ilmunya.

Dosen Praktisi adalah dosen yang sudah memiliki pengalpman di lapangan (industri atau

wirausaha) dan kemudian berbagi ilmu, pengalaman,
mahasiswa.

dan keterampilannya kepada
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Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,

sebagai guru, dosen, konselor,
dan sebutan lain yang sesuai

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk

menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut NUPTK adalah

nomor induk yang diberikan bagi seorang pendidik dan
kalangan PNS maupun Non PNS.
Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang m

tenaga kependidikan, baik dari

pmiliki fungsi memimpin unit

organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsupg di bawahnya untuk mencapai

tujuan organisasi.

Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang
bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam

mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,

dan hak seseorang dalam

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sertp bersifat mandiri.
Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat dgngan NIDN adalah nomor induk

yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pen

lidikan Tinggi untuk dosen yang

bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi

pangkal/instansi yang lain.

Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat deggan NIDK adalah nomor induk

yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi

dan Pendidikan Tinggi untuk

dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan

administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat pergury

kerja.
Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan
diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pe

an tinggi berdasarkan perjanjian

NUP adalah nomor urut yang
didikan Tinggi untuk Dosen,

Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

Nomor Induk Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disi

at NITK adalah nomor induk

yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang telah diugulkan oleh Perguruan Tingginya

dan disetujui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendi
Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan|
kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam r3
akademik dan kepangkatan.

an Tinggi.
dan/atau akumulasi nilai butir
ngka pembinaan karier jabatan

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai berdasarkan jabatannya dalam

rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai das
Calon Tenaga Kependidikan Tetap yang adalah pegawai yaj
paling lama 1 (satu) tahun.
Tenaga Kependidikan Tetap adalah pegawai yang diangk]
dalam ruang lingkup manajemen kepegawaian Unpak.

penggajian.
ng masih dalam masa percobaan

at berdasarkan Keputusan YPS

Perjanjian Kerja adalah kesepakatan kerja bersama secara tertulis antara Pegawai Tetap

dengan Pemimpin Unpak atau YPS yang memuat syarat-sya
para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan.

rat kerja serta hak dan kewajiban

Pemutusan Kontrak/Perjanjian Kerja adalah pengakhiran kontrak/perjanjian kerja karena

sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewaj
Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan akademik
sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal y

ban.
yang harus dimiliki oleh pegawai
ang dibuktikan dengan Ijazah.

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepegawaian yang selanjy

nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang u

tnya disebut Pra Jabatan adalah

gul dan bertanggung jawab dan

proses pelatihan untuk membangun integritas moral, lgejujuran, semangat, motivasi

memperkuat profesionalitas serta kompetensi bidang bagi C
Tenaga Kependidikan Tetap pada masa percobaan.
Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat

on Dosen Tetap YPS dan Calon

yang berwenang kepada Pegawai

Tetap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara bukan atas biaya
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Pegawai berlandaskan pada nilai dasar sebagai berikut:

a.
b.

©mo Ao

(1)
)

sendiri dan dilakukan dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.

Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang bgrwenang kepada Pegawai Tetap
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atap setara atas biaya sendiri dan
dilakukan tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.

Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik untuk Dosen.

Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen
sebagai tenaga profesional.
Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi yang selanjutnya disebut SISTER adalah aplikasi
yang dirancang oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayan Riset dan Teknologi (Kemendikbud
Ristek) untuk dosen mengelola data portofolio, perubahan d3ta dosen dan proses yang terkait
kepangkatan/karir dosen.
Beban Kerja Dosen yang selanjutnya disebut BKD adalah|gambaran tugas dan kewajiban
dosen sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup Pendidikan dan pengajaran,
penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang.
Standar Biaya Umum Unpak yang selanjutnya disebut SBU Unpak adalah satuan biaya berupa
harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyjusun biaya komponen masukan
kegiatan.
Gaji adalah hak yang diterima atas pekerjaan dalam bentuk finansial secara sesuai dengan
peraturan penggajian yang berlaku di Unpak.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selajjutnya disebut BPJS Kesehatan
adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsxﬂg kepada Presiden dan memiliki
tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional|bagi seluruh rakyat Indonesia.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS
Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada
Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindalj:xgan bagi tenaga kerja untuk
mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.

BABII
NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu
Nilai Dasar

Pasal 2

memegang teguh Ideologi Pancasila;
setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta pemerintahan yang sah;

menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif}
memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhurj}
mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada [Unpak.

Bagian Kedua
Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 3
Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai.
Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku
Pegawai agar:
a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
¢. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
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(D
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3)
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(5) Pegawa1 Tidak Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat

o

melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atas
dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku
menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan insti
menggunakan kekayaan dan barang milik YPS dan U
efektif, dan efisien;

o

=

memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan at
untuk orang lain;
k. memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi

epegawaian;
sepanjang tidak bertentangan
i Unpak dan etika pegawai;
i YPS dan Unpak;
pak secara bertanggung jawab,

menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam m¢laksanakan tugasnya;
memberikan informasi secara benar dan tidak menyepatkan kepada pihak lain yang

tidak menyalahgunakan informasi institusi Unpak, tugas, status, kewenangan, dan

au manfaat bagi diri sendiri atau

dan integritas Pegawai; dan

l.  melaksanakan ketentuan peraturan kepegawaian dan disiplin pegawai.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaky diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III

JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKIAN

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 4
Pegawai terdiri atas :
a. Dosen; dan
b. Tenaga Kependidikan.
Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pegawai Tetap; dan
b. Pegawai Tidak Tetap.

Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdifi atas:

a. Dosen Tetap YPS ;
b. Dosen Tetap PNS DPK Unpak; dan
c. Tenaga Kependidikan Tetap YPS .

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a. tenaga profesional;

b. tenaga administrasi; dan

c. teknisi;

d. satuan pengamanan,;

e. petugas kebersihan;

f.  petugas parkir; dan

pekerjaan lainnya yang setara.

ge

a. Dosen dengan perjanjian kerja, meliputi:
1) Dosen Purnatugas;
2) Dosen Tenaga Profesional,
3) Dosen Asing; dan/atau
4) Dosen Luar Biasa.
b. Tenaga Kependidikan YPS dengan perjanjian kerja

huruf b, meliputi:

(2) huruf b meliputi:




Bagian Kedua
Status

Pasal 5

(1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hurpf a dan Tenaga Kependidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupgkan Pegawai YPS yang diangkat
sebagai Pegawai Tetap oleh YPS dan memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIK).

(2) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf'a merupakan Pegawai
YPS yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh YPS sesuai dengan
kebutuhan pada Unit Kerja di lingkungan Unpak.

(3) Tenaga Kependidikan dengan perjanjian kerja sebagaimana ¢limaksud dalam Pasal 4 ayat (4)
huruf'b merupakan Pegawai YPS yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh
YPS sesuai dengan kebutuhan pada unit kerja di lingkungan [Unpak.

(4) Pegawai Tidak Tetap YPS sebagaimana dimaksud dalam Pgsal 4 huruf b, diberikan: Nomor
Induk Kepegawaian Kontrak (NIKK) Dosen dan Tenaga Kependidikan.

(5) Ketentuan penomoran NIK dan NIKK sebagaimana dimaKsud pada ayat (1) dan ayat (4)
tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Kepegawaian ini.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 6

(1) Dosen PNS DPK berkedudukan sebagai unspr aparatur negara dan
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah.

(2) Pegawai Tetap YPS berkedudukan sebagai upsur pegawai YPS dan
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemimpin Unpak dan YPS.

BAB 1V
MANAJEMEN PEGAWALI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Manajemen Pegawai yang diangkat oleh YPS terdiri atas:
a. manajemen Pegawai Tetap YPS; dan
b. manajemen Pegawai Tidak Tetap YPS.

Pasal 8

(1) Manajemen Pegawai Tetap YPS sebagaimana dimaksud pafla Pasal 7 ayat huruf a meliputi:
pengadaan;

pangkat dan jabatan;

pembinaan dan pengembangan karier;
mutasi;

penilaian kinerja;

penggajian dan tunjangan;
penghargaan;

disiplin;

perlindungan; dan

pemberhentian.

S ER MO a0 o




(2) Manajemen Pegawai Tidak Tetap YPS sebagaimana dimaks*ud pada Pasal 7 huruf b terdiri

(D

@

(1
@
3)

“4)
)

(6)

(D
2
3

“)

atas:
a. Manajemen Dosen Tetap Unpak; dan
b. Manajemen Tenaga Kependidikan Tetap Unpak.

Pasal 9
Manajemen Pegawai Tidak Tetap YPS meliputi:
a. pengadaan;
b. pengembangan karier;
c. penilaian kinerja;
d. penggajian;
e. penghargaan;
f. disiplin; dan
g. pemberhentian.

dengan Perjanjian Kerja yang memiliki NIDK.

Bagian Kedua
Manajemen Dosen Tetap YPS

Paragraf' 1
Pengadaan

Pasal 10

Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat ([I) huruf b hanya untuk Dosen

Pengadaan Calon Dosen Tetap YPS dilakukan untuk mengisi kebutuhan dan memenuhi rasio

ideal antara jumlah dosen dan mahasiswa.
Pengadaan Calon Dosen Tetap YPS dilaksanakan secara t
pengajuan kebutuhan setiap fakultas.

¢rpusat oleh Rektor berdasarkan

Pengadaan Calon Dosen Tetap YPS sebagaimana dimaksufl pada ayat (1) diselenggarakan
melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, p¢lamaran, seleksi, pengumuman

hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi C

Dalam keadaan tertentu tahapan pengadaan sebagaimana

dikecualikan.

alon Dosen Tetap YPS.
dimaksud pada ayat (3) dapat

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdifn' atas:

a. kebutuhan dosen untuk akreditasi; dan
b. kebutuhan dosen untuk penyelenggaraan program studi

baru;

Pengadaan Dosen dalam keadaan tertentu sebagaimana dinjaksud pada ayat (5), harus tetap
memperhatikan kualifikasi dan kompetensi Calon Dosen Tetap YPS yang disesuaikan dengan

kebutuhan Program Studi.

Pasal 11

Usulan kebutuhan Calon Dosen Tetap YPS disusun oleh Jurfisan/Program Studi dan diajukan

kepada Dekan.

Dekan melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhqn Calon Dosen Tetap YPS dan

menyampaikan kepada Rektor.

Dalam hal Rektor menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor

menyampaikan kebutuhan dan formasi Calon Dosen Tg¢tap YPS kepada YPS

ditetapkan.
Dalam hal Rektor tidak menerima atau mengubah usulan k
pada ayat (2), Rektor menyampaikan surat pemberitahuan k

untuk

ebutuhan sebagaimana dimaksud
epada pengusul.




Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 12

(1) Setiap orang dapat diangkat menjadi Calon Dosen Tetap YP$ apabila memenuhi persyaratan

@)

3

“4)

)

(6)

(7

(8)

)

)

umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meljputi:

lulusan program Doktor (S3) atau yang setara;
usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

po o

1945, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia;

setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana perdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai Dosen; dan

g. tidak terikat sebagai Dosen PNS/Dosen Tetap Non-PNS pada perguruan tinggi lain.
dan/atau sebagai Pegawai Tetap pada lembaga/instansi lain.

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan
yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang terakredit
ilmu dan yang sesuai dengan bidang penugasannya;

ogram Doktor (S3) atau setara
paling rendah B dalam bidang

b. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00;

c. Institusional TOEFL ITP paling rendah 500 atau IELTS jpaling rendah 5.0;
d. berkelakuan baik, bermoral, menghormati azas, serta betetika keilmuan;

e. lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia.

Dalam keadaan tertentu persyaratan umum Calon Dosen Tetap YPS sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikecualikan :
a. lulusan program magister (S2); dan
b. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pemenuhan rasio jumlah dosen dan mahasiswa b
nasional/internasional pada Program Studi Sarjana dan

dasarkan kebutuhan akreditasi
iploma ; atau

b. pemenuhan jumlah dosen pada program studi pada Program Studi Sarjana dan Diploma

yang baru dibentuk.

Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri diakui setelah
disetarakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat

lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hu
dengan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

fb dapat dikecualikan sampai

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal Calon Dosen Tetap YPS:

a. memiliki reputasi nasional dan/atau internasional;

b. mendapatkan penghargaan internasional di bidang keilmjuan dan/atau kemanusiaan;

c. memiliki jasa yang luar biasa terhadap Unpak; dan/atau

d. memiliki inovasi dan invensi dalam bidang ilmu pengetghuan.

Penilaian pemenuhan pengecualian persyaratan usia sebag
dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor.

Paragraf 3
Seleksi

Pasal 13

aimana dimaksud pada ayat (4)

Seleksi Calon Dosen Tetap YPS melalui penilaian Obgi-l\(ﬁf berdasarkan kompetensi,

kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jaba




2)
tahap, meliputi:
a. seleksi administrasi;
b. seleksi kompetensi dasar; dan
c. seleksi kompetensi bidang.
A3)
Rektor.

Paragraf 4

Pengangkatan Calon Dosen Tetap Y]

Pasal 14
Peserta yang lolos seleksi diangkat sebagai Calon Dosen Te
Pengangkatan Calon Dosen Tetap YPS sebagaimana
Keputusan YPS.

(1)
2

3)

4)

)

Jabatan terintegrasi

memperkuat profesionalitas serta kompetensi bidang.
Pasal 15

Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan seb
adalah:

(D

a. setara golongan ruang III/b untuk formasi yang mensy
[jazah Apoteker dan [jazah lain yang setara, Magister (S
b. setara golongan ruang IIl/c untuk formasi yang mensy

(S3).

(2) Hak dan Gaji bagi Calon Dosen Tetap YPS mulai berlaku

secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengar

Tugas dan Surat Tugas oleh Rektor.
3)
“)

Pasal 16

Calon Dosen Tetap YPS wajib mengikuti Pra Jabatan paling lan
nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksz

Pasal 17

(1) Calon Dosen Tetap YPS yang telah menjalani masa percob
Pasal 14 ayat (4) dapat diangkat menjadi Dosen T
golongan/ruang tertentu setelah memenuhi persyaratan:

a. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah berni
b. telah lulus Pra Jabatan ; dan
c. sechat jasmani dan rohani.

(2) Calon Dosen Tetap YPS yang telah memenuhi persyaratan s
(1) diangkat menjadi Dosen Tetap YPS dengan Keputusan Y

(3) Calon Dosen Tetap YPS yang tidak memenuhi ketentuan s
(1) diberhentikan sebagai Calon Dosen Tetap YPS.

Calon Dosen Tetap YPS diberikan gaji sebesar 80% (delap:
Calon Dosen Tetap YPS wajib melaksanakan tugas paling lambat 1 (satu) bulan setelah
menerima keputusan pengangkatan sebagai Calon Dosen Te

Seleksi Calon Dosen Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga)

Seleksi Calon Dosen Tetap YPS dilakukan oleh panitia yqng dibentuk dengan Keputusan

PS

p YPS.
aksud pada ayat (1) dengan

Dalam menjalankan tugasnya, Calon Dosen Tetap YPS diik3t dengan Perjanjian Kerja antara
Rektor dengan Calon Dosen Tetap YPS yang bersangkutan|
Masa percobaan Calon Dosen Tetap YPS paling lama 1 (satu) tahun.
Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) d
untuk membangun integritas moral,
nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang 1

llaksanakan melalui proses Pra
kejujuran, semangat, motivasi
inggul, bertanggung jawab, dan

agai  Calon Dosen Tetap YPS
aratkan memiliki Ijazah Doktor,
D), atau [jazah Spesialis I; dan

aratkan memiliki [jazah Doktor

pada tanggal yang bersangkutan
| Surat Pernyataan Melaksanakan

in puluh persen) dari gaji pokok.

tap YPS.

bat 1 (satu) tahun setelah secara
inakan Tugas.

an sebagaimana dimaksud dalam
tap YPS dalam pangkat dan

jai baik;
ebagaimana dimaksud pada ayat

'PS.
ebagaimana dimaksud pada ayat




(4) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi|Dosen Tetap YPS tidak berlaku
surut.
(5) Calon Dosen Tetap YPS yang telah diangkat menjadi Dosen Tetap YPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Nomor Registrasi NIDN/NUTPK atau nama lain pada
Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 18

Calon Dosen Tetap YPS yang telah menjalankan masa percobagn lebih dari 1 (satu) tahun dan
telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ tetapi
karena belum dapat terselenggarakannya Pra Jabatan sebagaimand dimaksud dalam Pasal 16 maka
dapat mengikuti Pra Jabatan berikutnya.

Pasal 19

Setiap Calon Dosen Tetap YPS yang diangkat menjadi Dosen Tetap wajib menandatangani pakta
integritas selaku Pegawai Tetap YPS.

Paragraf 5
Pemberhentian Calon Dosen Tetap Y[PS
Pasal 20

(1) Calon Dosen Tetap YPS dapat diberhentikan karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
meninggal dunia;
mengundurkan diri;
perampingan organisasi Unpak;
tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit
jasmani dan/atau rohani;
hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik selama 1 (satu) tahun;
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Dosen Tetap YPS;
tidak lulus Pra Jabatan;
tidak bersedia menandatangani pakta integritas;
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pepgadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan atau
melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubunganny3 dengan jabatan/tugasnya;
m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
n. melanggar kontrak/perjanjian kerja;
o. melakukan plagiat; dan/atau
p. melanggar peraturan di Unpak.
q. melanggar Kode Etik Dosen dan Pegawai.
(2) Calon Dosen Tetap YPS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
&
a. wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok terakhir; dan
b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan Calon|Dosen Tetap YPS.
(3) Calon Dosen Tetap YPS yang diberhentikan sebagaimana dijnaksud pada ayat (1) tidak dapat
dipekerjakan kembali di Unpak.

oo o

il




Pemberhentian Calon Dosen Tetap YPS sebagaimana dimaksud d

Pasal 21

sesuai dengan sanksi disiplin dalam Peraturan Kepegawaian ini.

Pasal 22

alam Pasal 20 dapat dilakukan

YPS memberhentikan Calon Dosen Tetap YPS berdasarkan pemgriksaan:

a. atasan langsung; dan

b. tim pemeriksa yang terdiri atas:
1) Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya m
2) Direktur yang membidangi urusan sumber daya manusi
3) Wakil Dekan yang membidangi urusan sumber daya mafusia; dan

4) Unsur unit kerja Unpak yang membidangi urusan kepeg

(D

e o

e
f
g.
h.

2)

R @O

Hak Dosen Tetap YPS adalah:
a.

Kewajiban Dosen Tetap YPS adalah:
a.

b.

Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Dosen Tetap YH

Pasal 23

usia;

waian.

S

memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yahg sah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku di lingkungan Unpak bagi Dosen serta jam
mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas

inan kesejahteraan sosial;
dan prestasi kerja;

memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas d4n hak atas kekayaan intelektual;

memperoleh kesempatan untuk meningkatkan komy
informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta per
masyarakat;

memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan o
memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian;
memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi p
mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku,

etensi, akses sumber belajar,
elitian, dan pengabdian kepada

tonomi keilmuan,;

rofesi; dan

bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam setiap ming
melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan be
dengan 12 sks pada setiap semester sesuai dengan kuali
bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pe:
suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu atau latar bel
dalam pembelajaran;

mengajukan jabatan akademik dosen dalam kurun w
sebagai Dosen Tetap YPS dan/atau mengajukan kenaik
kurun waktu 4 (empat) tahun setelah memperoleh jabat:
meningkatkan profesionalisme Dosen dengan mengikuti

kerja paling sedikit sepadan
kasi akademiknya;

imbangan jenis kelamin, agama,
ang sosio-ekonomi peserta didik

2 (dua) tahun sejak diangkat
jabatan akademik dosen dalam
akademik dosen terakhir;
seleksi sertifikasi Dosen;

melaksanakan tugas institusional lainnya untuk kemajuan Unpak;

mematuhi aturan hukum, peraturan perundangan-undan;
nilai-nilai agama dan etika;

memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bang;
menjunjung tinggi almamater Unpak; dan

menyimpan rahasia institusi Unpak dan rahasia jabatan.

pan, dan kode etik pegawai, serta

L-
8d,



(D

@)

3

4)

(1)
@)
®3)
4)
)
(6)

(D
2
(€)

Paragraf 7
Beban Kerja Dosen Tetap

Pasal 24
Dosen Tetap memiliki beban kerja:

a. melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi; dan
b. melakukan tugas lain sebagai penunjang tugas dosen.

Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedjkit 12 sks dan paling banyak 16

sks per semester yang terdiri atas:
a. pendidikan dan penelitian paling sedikit 9 sks per semes
b. pengabdian kepada masyarakat dan penunjang paling se

er; dan
ikit 3 sks per semester.

Pelaksanaan BKD Tetap dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja dosen kepada Rektor dan wajib mengisi

SISTER Kemendikbud Ristek.

laporan BKD per semester pada

Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dan evaluasi Dosen Tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakpn sesuai peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 8

Jabatan Akademik dan Kepangkat@

Pasal 25

Jabatan akademik Dosen Tetap mengacu pada peraturan pergndang-undangan bagi Dosen.

Usul pengangkatan dalam jabatan akademik dan kenaikan

jabatan Akademik Dosen Tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peratpran perundang-undangan yang

berlaku bagi Dosen.
Kepangkatan/golongan ruang Dosen

Tetap mengacu

dan disetarakan dengan

kepangkatan/golongan Dosen PNS sesuai peraturan perundaphg-undangan.

Usul kenaikan pangkat/golongan ruang dan jabatan akademi
dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan yang berl

Kenaikan pangkat/golongan/ruang dan jabatan akademik Dos

Keputusan Badan Pengurus YPS menetapkan.

Dosen Tetap YPS sebagaimana
u bagi Dosen.
en Tetap YPS ditetapkan dengan

Kepangkatan/golongan ruang dan jabatan akademik Dosen Tetap YPS tercantum dalam

Lampiran IT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari H

Paragraf 9

Gaji, Tunjangan, dan Perlindungah

Pasal 26

eraturan Kepegawaian ini.

Dosen Tetap YPS yang diangkat dalam suatu pangkat/golonjgan ruang, diberikan gaji pokok

berdasarkan pangkat/golongan ruang berdasarkan pada Pera

juran penggajian YPS.

Dosen Tetap YPS yang diangkat dalam suatu jabatan akademik diberikan tunjangan jabatan

akademik sesuai dengan jenjang akademik yang diperolehnyja.
Sistem penggajian, besaran gaji pokok dan pemberiar

tunjangan jabatan akademik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dgn ditetapkan lebih lanjut dalam

Peraturan atau Keputusan Badan Pengurus YPS.

Pasal 27

Dosen Tetap YPS yang diangkat dalam pangkat/golongan ruang
berdasarkan pada peraturan kepegawaian yang berlaku sesuai peraturan penggajian pegawai YPS.

tertentu diberikan kenaikan Gaji




Pasal 28

Dosen Tetap YPS yang diturunkan pangkat/golongan ruangnya k

e dalam suatu pangkat/golongan

ruang yang lebih rendah dari pangkat/golongan ruang semula, diberikan gaji pokok berdasarkan

pangkat/golongan baru yang segaris dengan gaji pokok dan

pangkat/golongan ruang lama.

Pasal 29

Selain Gaji, Calon Dosen Tetap YPS/Dosen Tetap YPS mempero

tunjangan keluarga, tunjangan pangan, transport dan tunjangan
YPS.

Pasal 30

(D

Besaran Tunjangan Jabatan Akademik sebagaimana dima3

masa kerja golongan dalam

eh tunjangan jabatan akademik,
in sesuai peraturan penggajian

ksud pada Pasal 29 diberikan

berdasarkan jenjang jabatan akademik sesuai dengan SBU Uppak.

2)
Pengurus YPS.
Pasal 31
(1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 te
a. tunjangan istri/suami; dan
b. tunjangan anak.

@
3

pokok.

21 (dua puluh satu) tahun, belum kawin, tidak mempunyai

menjadi tanggungannya diberikan tunjangan anak sebesar 29

anak paling banyak 2 (dua) anak.
Dalam hal istri/suami Dosen Tetap YPS sama-sama seb
keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebi

4)

Pasal 32

Tunjangan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dibert

penggajian YPS.
Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut pengaturan penggajian dan SBU ditet]

Dosen Tetap YPS yang beristri/bersuami diberikan tunjangar

Dosen Tetap YPS yang mempunyai anak kandung atau anak 4

apkan dengan Keputusan Badan

rdiri atas:

| istri/suami sebesar 5% dari gaji
ingkat yang berumur kurang dari
penghasilan sendiri, dan masih

o dari gaji pokok untuk tiap-tiap

gai Pegawai Tetap, tunjangan
tinggi.

kan sesuai ketentuan Peraturan

Calon Dosen Tetap YPS/Dosen Tetap YPS mendapatkan Transport berdasarkan kehadiran pada

hari kerja dalam satu bulan dengan besaran sesuai ketentuan SBU

Pasal 34
(1)
2
©)

Calon Dosen Tetap YPS/Dosen Tetap YPS diberikan pe
Jaminan Ketenagakerjaan, dan bantuan hukum.

Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sebag
dibayarkan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerj
Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenag
pemberi kerja bagi Calon Dosen Tetap YPS/Dosen Tetz
ketentuan peraturan penggajian pegawai YPS.
Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berup
terkait pelaksanaan tugasnya.

4)

Unpak.

rlindungan Jaminan Kesehatan,
ana dimaksud pada ayat (1)

;akérjaan dilakukan YPS selaku
p YPS sebagai pekerja sesuai

a bantuan hukum di pengadilan




Paragraf 10

Pembinaan dan Pengembangan Karier Dosen| Tetap YPS

Pasal 35

(D
a. pendidikan bergelar dan non-gelar;

b. pelatihan teknis; dan/atau

¢. seminar, konferensi, dan workshop.

Dosen Tetap YPS dapat melaksanakan pendidikan bergelar
Belajar.

@

3)
Peraturan Rektor.

Pasal 36

Dosen Tetap YPS mengikuti Sertifikasi Dosen dan mendapat tunj

sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 11

Pemberhentian Dosen Tetap YPS

Pasal 37

(1) Dosen Tetap YPS dapat diberhentikan dengan hormat karenﬁt:

Pembinaan dan pengembangan karier Dosen Tetap YPS antz}ra lain:

melalui Tugas Belajar atau Izin

Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Dosen Tetdp YPS diatur lebih lanjut dalam

angan profesi sebagai Dosen

a. meninggal dunia;
b. mencapai batas usia pensiun :
¢. Dosen Non Profesor 65 (enam puluh lima) tahun; dan
d. Dosen Profesor 70 (tujuh puluh) tahun.
e. mengundurkan diri;
f. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus se*ama tiga kali enam bulan karena
sakit jasmani dan/atau rohani;
g. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria paling rendah baik; dan/atau
h. perampingan organisasi Unpak.
(2) Dosen Tetap YPS yang mengundurkan diri sebelum mend apai masa kerja 5 (lima) tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
a. wajib membayar ganti rugi sebesar 20 (dua puluh) kali g
b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan Pegaw

Pasal 38

Dosen Tetap YPS dapat diberhentikan tidak dengan hormat kare

aji pokok terakhir; dan
ai.

na:

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. melanggar pakta integritas;

c. melanggar kontrak/Perjanjian Kerja;

d. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

f  dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

¢. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;




h. melakukan plagiat; dan/atau
i. melanggar peraturan di Unpak, dan
j- melanggar Kode Etik Dosen.
Pasal 39

Pemberhentian Dosen Tetap karena mencapai batas usia pens

iun Dosen Tetap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan batas usia pensiun Dosen

menurut jenjang jabatan akademik sesuai peraturan perundang-un

Pasal 40

dangan.

YPS memberhentikan Dosen Tetap YPS sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 39 berdasarkan

pemeriksaan:
a. atasan langsung; dan
b. tim pemeriksa yang dibentuk dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Pengadaan dan Penerimaan Dosen PN

Pasal 41

» DPK

Unpak dapat menerima dosen PNS DPK yang pengangkatan pertama di Unpak dengan memenuhi

persyaratan khusus yang pada saat diangkat menjadi pegawai,
setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;

Pasal 42

Unpak dapat menerima dosen PNS DPK yang ditempatkan oleh

Berijazah Doktor, dan berusia

Pemerintah yang bukan berasal

dari Kemendikbud Ristek dengan persyaratan khusus berijazah Doktor memiliki Jabatan

Akademik Lektor dan berusia setinggi-tingginya 40 (empat pulul

Pasal 43

) tahun

Selain menerima Dosen PNS DPK yang ditempatkan di Unpak sebagaimana pasal 42, Unpak dapat

menerima pindahan dosen PNS DPK dari Perguruan Tinggi
memenuhi persyaratan:

lain atau instansi lain dengan

a. Pada saaat diangkat menjadi pegawai, berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
b. Berijazah Doktor dan memiliki Jabatan Akademik Lektor Kgpala;dan
¢. Memiliki Surat lolos butuh dan Surat Pindah home base dari [Perguruan Tinggi asal.

Bagian Keempat
Manajemen Tenaga Kependidikan Tetzr

Paragraf'1
Pengadaan

Pasal 44

(1) Pengadaan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dilak
Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Pelak

p YPS

ukan untuk mengisi kebutuhan

(sana.

(2) Pengadaan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman

lowongan, pelamaran, seleksi,

pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi Pegawai Tetap YPS.

(3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

1) terdiri atas :




(4)
()

(1
2)

3)

(4)

(M

Syarat peserta seleksi Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS a

a.

b.
c.
d

o

B

Arsiparis;

Pranata Humas;

Pranata Komputer;

Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP);
. Pustakawan.

Jenjang jabatan fungional bagi Tenaga Kependidikan Tetap
perundang-undangan.

o o

a

YPS mengacu pada peraturan

Tenaga Kependidikan yang mempunyai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat diberikan Nomor Registrasi NITK/NUPTK atau
Ristek.

Pasal 45

nama lain pada Kemendikbud

Usulan kebutuhan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS disusun oleh pemimpin unit kerja

dan diajukan kepada Rektor.
Rektor menugaskan Direktur yang membidangi sumber day
membidangi urusan urusan kepegawaian untuk melakukz:}

kebutuhan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dan men;
Dalam hal Rektor menerima usulan sebagaimana di

a manusia dan unit kerja yang
validasi dan verifikasi usulan
ampaikan hasil kepada Rektor.

aksud pada ayat (2), Rektor

menyampaikan kebutuhan dan formasi Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS

kepada YPS.

Dalam hal Rektor tidak menerima atau mengubah usulan kgbutuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Rektor menyampaikan surat pemberitahuan k¢pada pengusul.

Pasal 46

kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhk

sesuai jabatan.

Pengadaan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dilaks{lan secara objektif berdasarkan

Pengadaan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dilaksan

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 47

warga negara Indonesia;
pendidikan paling rendah Diploma 3 atau sederajat;

an secara terpusat oleh Rektor.

ah:

berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling ti*ggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan puatu tindak pidana kejahatan;
tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permjntaan sendiri atau tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Unpak, atau diberhentikan tidak (lengan hormat sebagai pegawai

swasta,
tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau TNI/Polri;

mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;

berkelakuan baik;
sehat jasmani dan rohani,

bersedia ditempatkan pada unit kerja di lingkungan oleh Unpak; dan

syarat khusus yang diperlukan dalam formasi jabatan tertentn.




(1)
(2)

(3)

)
(2)

3)
4)

(3)

(6)

(7)

Hak dan Gaji bagi Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS m

Paragraf 3
Seleksi Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS

Pasal 48

Seleksi Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS melalui
berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.
Seleksi Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:
a. seleksi administrasi;

b. seleksi kompetensi dasar; dan
¢. seleksi kompetensi bidang.

penilaian objektif

Seleksi Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dilakukan oleh panitia yang
dibentuk dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 4
Pengangkatan Calon Tenaga Kependidikan [Tetap YPS
Pasal 49

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi diangkat sebagai Calon Tenaga Kependidikan Tetap
YPS.
Pengangkatan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan Keputusan YPS.
Masa percobaan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS paling lama 1 (satu) tahun.
Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan
dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas mordl, kejujuran, semangat, motivasi
nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang ynggul, bertanggung jawab, dan
memperkuat profesionalitas serta kompetensi bidang.
Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Tenaga Kependidikan
Tetap YPS, meliputi:
a. setara golongan ruang Il/c untuk formasi yang mensyaratkan memiliki ljazah Diploma
1
b. setara golongan ruang IIl/a untuk formasi yang mensypratkan memiliki [jazah Sarjana
(S1) atau Diploma IV,
c¢. setara golongan ruang I1I/b untuk formasi yang mensypratkan memiliki Ijazah Dokter,
ljazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Magister (SR), atau Ijazah Spesialis I; dan
d. setara golongan ruang Ill/c untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Doktor
(S3).
ljazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus merupakan ijazah yang diperoleh dari
sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yapg diperoleh dari sekolah atau

perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi atau ijazah
perguruan tinggi luar negeri yang sudah disetarakan oleh pe;
Kepada Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS diberikan
persen) dari gaji pokok.

Pasal 50

yang diperoleh dari sekolah atau
abat yang berwenang.
paji sebesar 80% (delapan puluh

julai berlaku pada tanggal yang

bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinygtakan dengan Surat Pernyataan

Melaksanakan Tugas dan Surat Tugas oleh Rektor.

(1

Pasal 51

Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang telah menj

alankan masa percobaan paling




singkat 1 (satu) tahun diangkat menjadi Pegawai Tetap oleh
tertentu jika memenuhi persyaratan:

a. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernil
b. telah lulus Pra Jabatan; dan

c. schat jasmani dan rohani.

Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang telah mem,
dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Pegawai Tetap de

@
&)

Perjanjian Kerja antara Rektor dengan Calon Tenaga
bersangkutan.

Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang tidak me
dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Calon Tenaga
Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi ]
tidak berlaku surut.

“4)
®)

Pasal 52

Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang telah menjalankan
tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam P
¢ tetapi karena belum dapat terselenggarakannya Pra Jabatan seb
49 ayat (1) huruf b maka dapat mengikuti Pra Jabatan berikutnya,

Pasal 53

Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang diangkat menjadi T
diberikan pangkat:

ls

'YPS dalam jabatan dan pangkat

ai baik;

enuhi persyaratan sebagaimana
gan Keputusan YPS.

Dalam menjalankan tugasnya, Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS diikat dengan

ependidikan Tetap YPS yang

enuhi ketentuan sebagaimana
Kependidikan Tetap YPS.
[enaga Kependidikan Tetap YPS

)asa percobaan lebih dari 1 (satu)
al 49 ayat (1) huruf'a dan huruf
aimana dimaksud dalam Pasal

enaga Kependidikan Tetap YPS

a. setara Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang Il/c;

b. setara Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan| ruang 111/a;

c. setara Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b; dan
d. setara Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang|IIl/c.

Paragraf 5
Pemberhentian Calon Tenaga Kependidikan

Pasal 54

(D
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan U
Republik Indonesia Tahun1945;
meninggal dunia;
mengundurkan diri;
perampingan organisasi Unpak;
tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus s¢
jasmani dan/atau rohani;

hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria b

o a0 o

tidak lulus Pra Jabatan,
tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji jabatan;
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

el b LR~

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pej
kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakuk
melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubunganny:

Tetap YPS

Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS diberhentikan apabila:

ndang- Undang Dasar Negara

lama 3 (tiga) bulan karena sakit

aik selama 1 (satu) tahun,;

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Tenaga Kependidikan Tetap;

pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterapgan atau bukti yang tidak benar;

hgadilan yang sudah mempunyai
an tindak pidana kejahatan atau
2 dengan jabatan/tugasnya;

m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau




n. melanggar peraturan di Unpak;
o. melanggar Kode Etik Pegawai.

(2) Calon Tenaga Kependidikan Tetap yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

(1) hurufc:
a.
b. tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan Calon Tenaga

Calon Tenaga Kependidikan Tetap yang diberhentikan scba&

tidak dapat dipekerjakan kembali di Unpak.

Pasal 55

wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok terakhir; dan

Kependidikan Tetap.
aimana dimaksud pada ayat (1)

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ditetapkan Tleh YPS.

M

(2)

(D
2
3)
(4)

)
(6)

Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 56
Hak Tenaga Kependidikan Tetap adalah:

a.
bagi Pegawai Tetap serta jaminan kesejahteraan sosial;

mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan ty

C.

d

memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kom

memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lainnyay

Tetap YPS

ang sah sesuai dengan ketentuan

gas dan prestasi kerja;

etensi, akses sumber belajar,

informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian bagi fungsional;

e.
f.  mendapatkan cuti sesuai peraturan yang berlaku.
Kewajiban Tenaga Kependidikan Tetap adalah:

a.

memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan

meningkatkan dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung tugasnya;

b. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar perfimbangan jenis kelamin, agama,
suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi dalam
memberikan pelayanan;

c. melaksanakan tugas institusional lainnya untuk kemajuan Unpak;

d. mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, |serta nilai-nilai agama dan etika;

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangga;

f. menjunjung tinggi almamater Unpak; dan

g. menyimpan rahasia institusi Unpak dan rahasia jabatan.

Paragraf 7
Golongan dan Pangkat
Pasal 57

Tenaga Kependidikan Tetap diangkat dalam golongan tertenfu dan berhak untuk mendapatkan

kenaikan pangkat dan golongan.

Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Tenaga

Kependidikan Tetap.

Tenaga Kependidikan Tetap memiliki golongan dan pangkat masing-masing yang secara

berkala dan berjenjang akan meningkat setiap 4 (empat) tah
Kenaikan golongan dan pangkat Tenaga Kependidikan Te
ayat (3) ditetapkan atas dasar penilaian kinerja dan/atau atas
golongan dan pangkat.
Kenaikan golongan pangkat dan ruang Tenaga Kependi
Keputusan YPS.

in sekali.
fap sebagaimana dimaksud pada
dasar hasil ujian dinas kenaikan

dikan Tetap ditetapkan dengan

Ketentuan Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam




(M

(1
(2)

(1)

(2)

Pengujian penyesuaian ijazah tidak berlaku untuk pegawai satuari
kebersihan, pengemudi, dan juru parkir.

Peraturan Rektor.
Golongan ruang dan pangkat Tenaga Kependidikan Tetap ter
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepegaw

Pasal 58

Pengusulan kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan Tg
dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku bagi Tenag

cantum dalam Lampiran 111 yang
aian ini.

tap dengan status diatur dan
ra Kependidikan Tetap.

Kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan Tetap dikarengkan penyesuaian ijazah dapat

diusulkan apabila:
a. telah menduduki pangkat/golongan terakhir paling singk
b. lulus ujian penyesuaian ijazah yang diselenggarakan ber
1) kebutuhan pengisian peta jabatan; dan
2) rekomendasi mengikuti ujian penyesuaian ijazah ole

Pasal 59
Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang pada saat pengangk

YPS telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar seti
pendidikan yang dimiliki pada saat yang bersangkutan diang

at 1 (satu) tahun; dan
dasarkan:

h Dekan.

atannya menjadi Pegawai Tetap

gkat lebih tinggi dari kualifikasi
at menjadi Calon Pegawai Tetap

harus mengikuti ujian penyesuaian ijazah.

lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan karena Izin Belaj

dapat melakukan penyesuaian

Tenaga Kependidikan Tetap yang menempuh pendidikan ;En memperoleh gelar setingkat

ijazah dengan menyertakan surat izin belajar yang dikeluark

Pasal 60

Pasal 61

oleh Rektor.

pengamanan, tenaga

(1) Pengusulan pengujian penyesuaian ijazah dapat dilakukan setelah Tenaga Kependidikan
Tetap YPS memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) thhun dalam golongannya sesuai

2)

(1
(2)

(3)

dengan peraturan yang berlaku bagi Tenaga Kependidikan T
Penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku bagi Tenaga Kependidikan Tetap.

Paragraf 8
Kenaikan Jabatan Fungsional

Pasal 62

etap.
mengacu pada peraturan yang

Penetapan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Tetap den%E status Tenaga Kependidikan

dilakukan melalui mekanisme penyesuaian jabatan fungsio
Pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional dapat dilakukan d

leh peraturan yang berlaku bagi

Tenaga Kependidikan Tetap YPS sebagaimana yang dimakbud pada ayat (1) memiliki masa

kerja paling singkat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan sebagaf
Kenaikan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
perundang-undangan bagi Tenaga Kependidikan.

fungsional.

ayat (2) sesuai dengan peraturan



(1)
(2)

(3)

(1
(2)
()

(C))

(1)
(2)

(D

(2)

(3)

Paragraf 9
Mutasi

Pasal 63

Mutasi Tenaga Kependidikan Tetap YPS dapat dilakukan se¢ara vertikal atau horizontal.

Mutasi vertikal merupakan proses perpindahan tugas Tenaga
promosi atau demosi jabatan.

Kependidikan Tetap YPS karena

Mutasi horizontal merupakan proses perpindahan tugas Tenaga Kependidikan Tetap YPS

dari satu Bagian, Lembaga atau Unit Kerja lainnya.
Pasal 64

Mutasi Tenaga Kependidikan Tetap YPS dilakukan untuk p

enyegaran, perencanaan suksesi,

menciptakan kesesuaian pekerjaan, menguji keterampilan, dan kompetensi pegawai.

Mutasi Tenaga Kependidikan Tetap YPS dapat dilaksanak
pada unit kerja penempatan atau sesuai kebutuhan.

in paling singkat 2 (dua) tahun

Dalam keadaan tertentu Mutasi Tenaga Kependidikan Tetap YPS dapat dilaksakan kurang

dari 2 (dua) tahun apabila:
a. menindaklanjuti hasil rapat disiplin pegawai; atau
b. pertimbangan khusus dari pimpinan.

Mutasi Tenaga Kependidikan Tetap YPS dilaksanakan begrdasarkan asas terbuka, bebas,

objektif, adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Paragraf 10
Penilaian Kinerja

Pasal 65

Penilaian kinerja Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dan Tenaga Kependidikan Tetap

YPS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatj

f, dan transparan.

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Penilaian Kinetja Calon Tenaga Kependidikan
Tetap YPS dan Tenaga Kependidikan Tetap YPS diatur di dalam peraturan Rektor.

Paragraf 11
Gaji, Tunjangan, dan Perlindunga

Pasal 66

Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang diangkat dalam

=

suatu pangkat/golongan ruang,

diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat/golongan ruang Berdasarkan pada peraturan yang

berlaku bagi Tenaga Kependidikan.

Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang diangkat dalam
diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peratus
fungsioanal bagi tenaga kependidikan dan peraturan penggaj
Sistem penggajian, besaran gaji pokok dan pemberian
sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur d
Peraturan atau Keputusan Badan Pengurus YPS.

Pasal 67

suatu jabatan fungsional dapat
an perundang-undangan jabatan
ian yang berlaku di YPS.

tunjangan jabatan fungsional
an ditetapkan lebih lanjut dalam

Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang diangkat dalam pangkat/golongan ruang tertentu diberikan

kenaikan gaji berdasarkan pada peraturan yang berlaku bagi Ten?

1ga Kependidikan.




Pasal 68

Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang diturunkan pangkat/gold
pangkat/golongan ruang yang lebih rendah dari pangkat/golongs
pokok berdasarkan pangkat/golongan baru yang segaris dengs
golongan dalam pangkat/golongan ruang lama berdasarkan pac

Tenaga Kependidikan.

Pasal 69

Selain gaji, Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dan Ten

ngan ruangnya ke dalam suatu
an ruang semula, diberikan gaji
an gaji pokok dan masa kerja
Ja peraturan yang berlaku bagi

laga Kependidikan Tetap YPS

memperoleh tunjangan jabatan fungsional, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan

lain sesuai peraturan penggajian YPS.
Pasal 70
Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diberikan sesu

Pasal 71

Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dan Tenaga Kependig

transport berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan
SBU Unpak.

Pasal 72
(D
@)
®)

Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dan Tenaga Keps
Jaminan Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan, dan bantuan

dibayarkan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagaker;j
Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenag
pemberi kerja Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dan T|

Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sebagai

hi peraturan penggajian YPS.

likan Tetap YPS mendapatkan
dengan besaran sesuai ketentuan

endidikan Tetap YPS diberikan
hukum.

imana dimaksud pada ayat (1)
pan.

akerjaan dilakukan YPS sebagai
enaga Kependidikan Tetap YPS

sebagai pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berup

terkait pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 12

a bantuan hukum di pengadilan

Pembinaan dan Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan Tetap YPS

Pasal 73
1)
()

Pembinaan dan pengembangan karier Tenaga Kependidikan
pengembangan profesi dan karier.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komp
profesional, dan kompetensi sosial.

Pembinaan dan pengembangan profesi dan karier Ten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan d:
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
a. pendidikan bergelar dan non-gelar;

b. pelatihan teknis; dan/atau

c. seminar, konferensi, dan workshop.

Pendidikan bergelar sebagaimana dimaksud pada ayat (4
tingginya bergelar S1 atau S1 terapan.

®3)
4)

)
(6)

Tetap YPS meliputi pembinaan,

Pembinaan dan pengembangan profesi dan karier Tenaga Kependidikan Tetap YPS

etensi  kepribadian, kompetensi

ga Kependidikan Tetap YPS
kenaikan pangkat.

maksimal pendidikan setinggi

Tenaga Kependidikan Tetap YPS dapat melaksanakan pepdidikan bergelar melalui tugas




(7)

(1)

(2)

(1)

2

belajar atau izin belajar.

Pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar bagi Tenaga Kepe

lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 13

ndidikan Tetap YPS diatur lebih

Pemberhentian Tenaga Kependidikan Tetap YPS

Pasal 74

Tenaga Kependidikan Tetap dapat diberhentikan dengan hgrmat karena:

a. meninggal dunia,

b. mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun;

¢. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena
sakit jasmani dan/atau rohani;

e. hasil evaluasi tahunan di bawah kriteria baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan

f.  perampingan organisasi Unpak.

Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang mengundurkan diri sgbelum masa kerja 5 (lima) tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
a.
b.

Pasal 75
Tenaga Kependidikan Tetap YPS dapat diberhentikan tidak

a.
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. melanggar sumpah/janji jabatan;

c. melanggar kontrak/perjanjian kerja;

d. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasark
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tind
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan |

e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

f. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan

g. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;

h. melakukan plagiat; dan/atau

i. melanggar peraturan di Unpak.

melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan U

wajib membayar ganti rugi sebesar 20 (dua puluh) kali gaji pokok terakhir; dan
tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan Pegawlai.

lengan hormat karena:
ndang- Undang Dasar Negara

putusan pengadilan yang telah
pidana kejahatan jabatan atau
abatan dan/atau pidana umum;

pengadilan yang telah memiliki
dengan hukuman pidana penjara
dengan berencana;

Pemberhentian Tenaga Kependidikan Tetap YPS sebagajmana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku bagi Ten

Pasal 76

Pemberhentian Tenaga Kependidikan Tetap YPS karena mencap
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai den
Tenaga Kependidikan.

Pasal 77

YPS memberhentikan Tenaga Kependidikan Tetap YPS sebaga
berdasarkan pemeriksaan:

a.
b.

atasan langsung; dan
tim pemeriksa yang terdiri atas:

nga Kependidikan.

i batas usia pensiun sebagaimana
an peraturan yang berlaku bagi

imana dimaksud dalam Pasal 74




(1) Pengadaan Tenaga Kependidikan YPS dengan Pd
dimaksud pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan kegiatan untuk

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

1) Direktur Sumberdaya Manusia;

2) Wakil dekan yang membidangi urusan Sumberdaya Manuysia; dan
3) Unsur unit kerja Unpak yang membidangi urusan kepegawaian.

Paragraf 14
Pengadaan Tenaga Kependidikan YPS dengan

Pasal 78

kerja di lingkungan Unpak.

Seleksi Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanji
pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan seleksi adm
kesehatan.
Seleksi dilakukan oleh panitia yang dibentuk khusus dengan
Peserta yang lolos seleksi diikat dengan kontrak/perjanjian 1
bersangkutan.
Rektor dapat mendelegasikan kewenangan penandatang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wakil Rektor
manusia.
Masa kontrak/perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun g
5 (lima) tahun.
Pengadaan Tenaga Kependidikan YPS dengan perjanjian k
pengamanan, petugas kebersihan, petugas parkir, dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat diangk
Perusahaan Alih Daya.

Perjanjian Kerja

rjanjian Kerja sebagaimana
memenuhi kebutuhan pada unit

Kerja sebagaimana dimaksud
istrasi, tulis, wawancara, dan

Keputusan Rektor.
cerja antara Rektor dengan yang

anan  kontrak/perjanjian kerja
yang membidangi sumber daya

Jan paling lama secara kumulatif
erja dengan jenis teknisi, satuan

pekerjaan lainnya yang setara
at melalui pendelegasian kepada

Pengangkatan Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja oleh YPS sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15
Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan YPS deng

Pasal 79

Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan YPS dengan Pe
menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakat]
kerja antara Rektor dengan pegawai yang bersangkutan.
Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan YPS dengan
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian king
masing atasan di tingkat individu dan tingkat unit kerja denga
hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.

an Perjanjian Kerja

rjanjian Kerja dilakukan untuk
berdasarkan kontrak/perjanjian

Perjanjian Kerja sebagaimana
erja yang dilakukan oleh masing-
n memperhatikan target, sasaran,

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, terukur,

akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan YPS dengan |

Perjanjian Kerja didelegasikan

secara berjenjang kepada atasan langsung di unit kerja masi

g-masing.

Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja dapat

mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan ba

annya.

Hasil penilaian kinerja Tenaga Kependidikan YP$ dengan Perjanjian Kerja
disampaikan kepada tim penilai kinerja Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian

Kerja.

Hasil penilaian kinerja Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja digunakan

sebagai pertimbangan dalam perpanjangan kontrak/perjanji

kerja dan pemberian tunjangan.



(8)

(1)

(2)
(3)

(4)

Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja

yang dinilai oleh atasan dan tim

penilai kinerja Pegawai Penuh Waktu dengan status Tenagh Kependidikan tidak mencapai

target kinerja yang telah disepakati dalam kontrak/perjanjian

Paragraf 16

Penggajian Tenaga Kependidikan YPS dengan

Pasal 80

Pegawai Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanji
penghasilan lainnya yang sah secara adil dan layak.

kerja, akan diberhentikan.

Perjanjian Kerja

an Kerja memperoleh gaji dan

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasatkan kontrak/perjanjian kerja.
Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Hagu Belanja masing-masing unit

kerja.

Gaji Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Klerja sesuai dengan kesepakatan

bersama.

Paragraf 17

Kesejahteraan dan Penghargaan Tenaga Kependidikan YPS dengpn Perjanjian Kerja

(1) Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerj3

(2)
3)

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

Pasal 81

sesuai dengan SBU Unpak.
Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerj
dengan peraturan perundang-undangan.

diberikan gaji tanpa tunjangan

a diberikan hak cuti sesuai

Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja diberikan jaminan Kesehatan dan

jaminan Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundan

Pasal 82

Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja t
menjadi Pegawai Tetap YPS.
Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerj

g-undangan.

idak otomatis dapat diangkat

a yang menunjukkan kesetiaan,

pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan

tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa p
Calon Pegawai Tetap YPS.

Prioritas perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat
yang sama dan/atau posisi lain yang sesuai dengan kebutuha
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diber

a. kesesuaian jenjang pendidikan dengan pekerjaan yang
b. telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan
dan

¢. tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran disiplin d
d. memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagaimana diaf
Pemberian penghargaan kepada Tenaga Kependidikan
dilakukan dengan mekanisme:
a. atasan langsung mengusulkan pemberian penghargaan }
b. pimpinan unit kerja melakukan penilaian atas usulan;

rioritas perubahan status menjadi

(2) dapat diberikan untuk posisi
in Unpak.
kan dengan ketentuan Tenaga

ituju;
enunjukkan kinerja sangat baik;

Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja yang mt:%nenuhi persyaratan:

an etika sebagai pegawai.
ur dalam pasal 47.
YPS dengan Perjanjian Kerja

(epada pimpinan unit kerja;




(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3)

(4)

C.

dalam hal pimpinan unit kerja menilai bahwa usulan dapat disetujui, pimpinan unit kerja

mengirimkan usulan pemberian penghargaan kepada Rektor; dan

d. atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c, Rektor menugaskan Direktur

yang membidangi sumber daya manusia dan unit kerja yang membidangi urusan

kepegawaian untuk melakukan penilaian.
Penilaian yang dilakukan oleh Direktur yang membidangi
dengan:
a. seleksi kompetensi dasar; dan
b. seleksi kompetensi bidang.

sumber daya manusia dilakukan

Dalam hal Direktur yang membidangi sumber daya merekomendasikan untuk menerima
usulan pemberian penghargaan, Rektor mengusulkan kepada YPS untuk ditetapkan sebagai

pegawai tetap YPS.
Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia atas
pemberitahuan apabila menolak usulan pemberian pengharg

Pasal 83

Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian
kontrak/perjanjian kerjanya, dapat diperpanjang sesuai deng:r

tahun dan tidak melebihi 5 (lima) tahun secara kumulatif m
Perpanjangan kontrak/perjanjian kerja sebagaimana dimaks

kepada pengusul.

x;a:lna Rektor mengirimkan surat

Kerja yang habis masa
kebutuhan paling lama 2 (dua)
a kontrak/perjanjian kerjanya.
id pada ayat (1) dilakukan oleh

Rektor berdasarkan capaian perjanjian kinerja individu, pgrilaku pegawai, dan kebutuhan

Unpak.
Rektor dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan

perpanjangan kontrak/perjanjian

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wakil Reektor yang membidangi sumber

daya manusia.

Paragraf 18
Pemberhentian

Pasal 84

Pemberhentian Tenaga Kependidikan YPS dengan Per]

a. Pemberhentian dengan hormat;
b. pemberhentian tidak dengan hormat.

anjian Kerja terdin dari:

p mengakibatkan pengurangan

dapat menjalankan tugas dan

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (i) karena:

a. jangka waktu kontrak/perjanjian kerja berakhir;

b. meninggal dunia;

¢. mengundurkan diri;

d. perampingan organisasi atau kebijakan Unpak yan
Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja;

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak|
kewajiban sesuai kontrak/perjanjian kerja yang disepakdti;

f.  melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; dan/atau

g. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati s

kerja.
Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja y
masa kontrak/perjanjian kerja berakhir:
a.
b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan Pegaw
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
karena:
a.

esuai dengan kontrak/perjanjian

yang mengundurkan diri sebelum

wajib membayar ganti rugi sebesar sisa masa kontrak dikalikan dengan gaji terakhir; dan

ai YPS.
b dilakukan tidak dengan hormat

melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara




(1)

(2)

()

(4)

)

(6)
(7)

(8)

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan

¢. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam den
2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilak

Bagian Keempat

an pidana penjara paling singkat
an dengan berencana.

Manajemen Pegawai Tidak Tetap Paruh Waktu dengan Status Dosen

Paragraf 1

Pengadaan Dosen Dengan Perjanjian

Pasal 85

Pengadaan Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana

Kerja

limaksud pasal 4 ayat (4) huruf

b merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rasio jumlah dosen dan mahasiswa pada

unit kerja Fakultas/Sekolah di lingkungan Unpak.

Pengadaan Dosen dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal

dari :
a. Dosen tetap purna tugas di lingkungan Unpak;

b. Dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur]
Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, penelifi.

Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaks
dapat diperhitungkan dalam rasio dosen terhadap mahasiswa

Sipil Negara, Tentara Nasional

pada ayat (1) dan ayat (2)
aksimum 25 % (dua puluh lima

persen) dari jumlah keseluruhan dosen tetap pada setiap Program Studi di lingkungan Unpak
yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja paruh waktu

sekurang-kurangnya 4 (empat) sks dan sebanyak- banyaknya
semester.

12 (dua belas) sks dalam 1 (satu)

Pengadaan Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan
oleh Dekan Fakultas/Sekolah kepada Rektor dan pengangkatannya ditetapkan oleh YPS

dengan status Dosen Tidak Tetap YPS.
Dalam menjalankan tugasnya Dosen dengan perjanjian

kerja diikat dengan Perjanjian

Kerja antara Rektor dengan Dosen Tidak Tetap YPS yang bersangkutan
Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:
a. lulusan program Doktor (S3) atau yang setara;
b. usia paling tinggi :

1) bagi Dosen tetap purna tugas 65 (enam puluh lim3) tahun;

2) bagi Dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil
Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, per
puluh lima) tahun.

¢. bagi Dosen tetap purna tugas memiliki jabatan akader
Kepala;

d. Sehat rohani, jasmani, dan bebas napza;

¢. berkelakuan baik; dan

f

huruf b angka 4 harus memiliki izin dan persyaratan
perundangan yang berlaku;
Dosen dengan perjanjian kerja wajib memiliki Nom

Aparatur Sipil Negara, Tentara
ekayasa, atau peneliti 55 (lima

nik dosen paling rendah Lektor

bagi calon yang berkewarganegaraan asing sebagaiamana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4)

ainnya sesuai dengan peraturan

pr Registrasi NIDK/NUTPK

atau nama lain pada Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

sesuai peraturan perundang-undangan.




(9) Dosen Tetap YPS dan Dosen PNS DPK yang telah pensiun gtau purna tugas di Unpak dapat

diangkat sebagai Dosen Tidak Tetap dengan status kontrak/p
memiliki serendah-rendahnya Jabatan Akademik Dosen/Jaba
(10) Masa kontrak/perjanjian kerja bagi Pegawai Tidak Tetap Pal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) paling s

diperpanjang berdasarkan kebutuhan sampai batas usia p
tahaun sesuai peraturan perundang-undangan.

(11) Pengangkatan Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud
merupakan dosen yang bekerja paruh waktu dengan status
tugas mengajar paling sedikit 6 (enam) sks dan paling ban
(satu) semester di bawah Koordinator Dosen Pengampu Mai
jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor.

(12) Pengangkatan Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksu
memperhatikan kualifikasi dan kompetensi Dosen yang
Program Studi di lingkungan Unpak yang harus ditugaskan

(13) Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ti
rasio dosen terhadap mahasiswa maupun untuk kebutuhan

(14) Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (
Registrasi NUP/NUPTK atau nama lain pada Keme
dosen yang bersangkutan mencapai usia 65 (enam puluh lim

(15) Hak Dosen Luar Biasa memperoleh honor mengajar dan/at
ketentuan SBU Unpak.

(16) Selain pengangkatan Dosen Luar Biasa sebagaimana dimak
mengangkat Dosen Praktisi dalam upaya mendorong kolabo
dan dunia kerja dalam kaitannya dengan pengembangan
tertentu di lingkungan Unpak.

(17) Ketentuan mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud
dengan Peraturan atau Keputusan Rektor sesuai dengan per

Paragraf 2
Penggajian Dosen Dengan Perjanjiar

Pasal 86

Pegawai Tidak Tetap dengan Status Dosen dengan perjanji
mengajar berdasarkan jabatan akademik, transport dan tunjang
berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sesuai dengan Standar B
lingkungan Unpak.

Paragraf 3
Penilaian Kinerja Dosen Dengan Perjan]

Pasal 87

a}

prjanjian kerja dengan ketentuan
tan Fungsional Lektor Kepala.

ruh Waktu dengan status dosen
ingkat 1 (satu) tahun dan dapat
ing lama 65 (enam puluh lima

ada Pasal 4 ayat (4) huruf b
bagai dosen tidak tetap dengan
ak 12 (dua belas) sks dalam 1
Kuliah yang telah mempunyai

pada ayat (11), harus tetap
disesuaikan dengan kebutuhan
engan Keputusan Rektor.

ak dapat diperhitungkan dalam
editasi nasional/internasional.
1) dapat memiliki Nomor
dikbud Ristek sampai dengan
) tahun.

u tunjangan lain sesuai dengan

ud pada ayat (11), Rektor dapat
asi aktif antara perguruan tinggi

urikulum pada Program Studi

ada ayat (16) diatur lebih lanjut
ran perundang-undangan.

) Kerja

kerja memperoleh gaji, uang
yang sah secara adil dan layak
elanja Umum yang berlaku di

ian Kerja

(1) Penilaian BKD dengan perjanjian kerja dilakukan untuk menjamin tercapainya prestasi

kerja berdasarkan kontrak/perjanjian kerja.

(2) Penilaian BKD dengan perjanjian kerja sebagaimana di
atasan langsung dengan memperhatikan target, sasaran,
perilaku pegawai.

Penilaian BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dil
akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Pelaksanaan BKD dengan perjanjian kerja Tetap

(3)
(4)

BKD per semester pada SISTER Kemendikbud Ristek.

aksud pada ayat dilakukan oleh
il, manfaat yang dicapai, dan

ukan secara objektif, terukur,

valuasi dan dilaporkan secara

di
periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada tektor dan wajib mengisi laporan



(5) Hasil penilaian BKD dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
digunakan sebagai pertimbangan dalam perpanjangan kontrak/perjanjian kerja.

(1)
(2)

(3)

(4)

1)
(2)

Paragraf 4

Pemberhentian Dosen Dengan Perjanjiap Kerja

Pasal 88

Pemberhentian Dosen dengan perjanjian kerja

kontrak/perjanjian kerja dan/atau pencabutan keputusan peng

dilakukan dengan pemutusan
angkatan.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hormat karena:

a. jangka waktu kontrak/perjanjian kerja berakhir;

b. mencapai batas usia :
1) Dosen non Purna Tugas dan non Profesor 65 (enam puluh lima) tahun;
2) Dosen Asisten Ahli dan Lektor Purna Tugas 66 (enamn puluh enam) tahun;
3) Dosen Lektor Kepala Purna Tugas 67 (enam puluh tpjuh) tahun;
4) Dosen Profesor Purna Tugas 75 (tujuh puluh lima) tahun dan paling lama 79 (tujuh

puluh sembilan) tahun.

c. meninggal dunia;

d. mengundurkan diri;

€. perampingan organisasi atau kebijakan Unpak yang mengakibatkan pengurangan
Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen;

f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak|dapat menjalankan tugas dan
kewajiban sesuai kontrak/perjanjian kerja yang disepakati;

g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; dan/atau

h. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati s¢suai dengan kontrak/perjanjian

kerja.
i. tidak memenuhi BKD sebagaimana ditentukan pada pas

187 ayat (4).

Dikecualikan pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf' b angka 2
dengan persyaratan bagi dosen dengan jabatan akademik Lektor dan dosen dengan jabatan
akademik Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hruf b angka 3 untuk
memenuhi kebutuhan rasio jumlah dosen dan mahasiswa dalam rangka akreditasi
nasional/internasional dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku
a.
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
tetap karena melakukan tindak pidana yang terkait d
umum; dan

¢. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

an tidak dengan hormat karena:

melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara

telah memiliki kekuatan hukum
engan jabatan dan/atau pidana

telah memiliki kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat
2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BABV
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 89

Dosen Tetap YPS, Tenaga Kependidikan Tetap YPS, dan Tenaga Kependidikan dengan

Perjanjian Kerja wajib menaati ketentuan hari dan jam kerja)
Dalam hal tertentu Rektor dapat menetapkan hari dan jam ke
pada ayat (1).

rja selain sebagaimana dimaksud




(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan Sabtu.

Hari dan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) b
adalah 7 (tujuh) jam sehari atau setara 40 (empat puluh) jam

waktu jam kerja efektif dan jam istirahat sebagai berikut :

perlaku efektif pada hari Senin

agi pegawai yang bekerja pagi
per minggu dengan pembagian

a. Senin s/d Kamis : 08.00 - 15.00 WIB
b. Jumat : 08.00 - 14.00 WIB
c. Sabtu :08.00 - 15.00 WIB
Waktu istirahat :

a. Senin s.d. Kamis dan Sabtu - 12.00 - 13.00 WIB

b. Waktu istirahat Jumat

40 (empat puluh) jam per minggu dengan pembagian waktu j
untuk bekerja sore sebagai berikut :

a. Senin s/d Sabtu : 14.00 - 20.00
b. Waktu istirahat Senin s.d. Sabtu :18.00 - 18.30

Hari dan Jam kerja khusus bagi petugas kebersihan yang

:11.00 - 13.00 WIB
Hari dan Jam kerja untuk pegawai yang bekerja sore adalah

7 (tujuh) jam sehari atau setara
kerja efektif dan jam istirahat,

1B
IB

ugas pada pagi hari di setiap

Fakultas/Sekolah yang menyelenggarakan kelas non reguler adalah 7 (tujuh) jam per hari atau

setara 40 (empat puluh) jam per minggu dengan pembagian
istirahat sebagai berikut :

IB
IB
IB

waktu jam kerja efektif dan jam

a. Senin s/d Kamis :06.30-13.30
b. Jumat :06.30 -12.30
c. Sabtu :06.30 -13.30
Waktu istirahat :

a. Senin s.d. Kamis dan Sabtu :11.00 - 12.00
b. Jumat :11.00 - 13.00

Hari dan Jam kerja khusus petugas kebersihan yang b
Fakultas/Sekolah yang menyelenggarakan kelas non reguler
setara 40 (empat puluh) jam per minggu dengan pembagian
istirahat sebagai berikut :

a. Senin s/d Sabtu - 14.00 - 20.00 \
b. Waktu istirahat Senin s.d. Sabtu - 18.00 - 18.30 \
Pasal 90

Pegawai Tetap YPS yang tidak melakukan presensi k

1B
IB
gas pada sore hari di setiap
alah 7 (tujuh) jam per hari atau
'waktu jam kerja efektif dan jam

NIB
V1B

chadiran karena melaksanakan

pekerjaan/tugas kedinasan/perjalanan dinas di luar kantor da/atau di luar ketentuan jam kerja

wajib menyerahkan dokumen pendukung melalui aplikas
kepada pimpinan unit kerja atau Pejabat Unpak yang menug
disposisi;

surat tugas;

undangan;

laporan kinerja; dan/atau

. dokumen lain yang sesuai dengan penugasan.

opo o

kepegawaian dan melaporkan
asakannya berupa:

Pegawai Tetap YPS yang tidak melaksanakan presensi kehagliran dikarenakan sakit, cuti, dan

alasan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundan
bukti pendukung melalui aplikasi kepegawaian berupa:

a. surat keterangan dokter apabila sakit lebih dari 2 (dua) h
b. surat persetujuan cuti; atau

c. surat keterangan yang disetujui oleh atasan langsung at
Penyerahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud p

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tidak melaksanakan

p-undangan wajib menyerahkan

arl;

pemimpin unit kerja.
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

presensi.




(4) Pegawai Tetap yang terlambat menyampaikan bukti pendukuyng sebagaimana dimaksud pada

(5)
(6)
(7)

1)
(2)
(3)

(4)

(M
2)

3)

ayat (3) dinyatakan tidak hadir.

Pegawai Tetap yang mengalami keadaan diluar kemampuan (force majeure) tidak wajib

melakukan presensi kehadiran.

Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gtas dasar penetapan oleh pejabat

atau instansi yang berwenang.
Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dan dibebask
pegawai tidak wajib melakukan presensi kehadiran.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PEGAWA[

Pasal 91

dari tugas sehari-hari sebagai

Unpak membentuk SIMPEG yang digunakan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan
akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawdian Unpak.

SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan| acuan dalam pengelolaan data

pegawai yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terin
Unpak.

Operator SIMPEG di setiap unit kerja, bertugas:
a. memutakhirkan data secara berkala;

b. melaksanakan sinkronisasi data; dan

legrasi pada semua unit kerja di

c. menyampaikan kepada Direktur yang membidangi sumber daya (SDM) Unpak untuk

menjamin keterpaduan dan akurasi data.
SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan s
persyaratan:
a. mudah diaplikasikan;
b. mudah diakses;
¢. memiliki sistem keamanan yang dilindungi undang-und
d. dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengemb

BAB VII
CUTI
Pasal 92

Hak Cuti diberikan kepada Pegawai Tetap YPS.
Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
Cuti tahunan,;
Cuti Sakit;
Cuti Melahirkan;
Cuti Menunaikan Ibadah Haji, dan Umroh;
Cuti di luar tanggungan Unpak; dan
Cuti karena alasan penting.
uti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada aya
Cuti pernikahan;

Cuti menikahkan anak;
Cuti mengkhitankan dan/atau membaptis anak; dan
Cuti istri melahirkan

NI N o W K I NY =

stem informasi yang memenuhi

g; dan
gan Unpak.

(2) huruf meliputi :

Cuti dalam hal salah seorang anggota keluarga meninggpl dunia;




(1
)

(4)
(5)

(6)
(M

(1

(2)
3)

(D
2)

(1)
2)
3)
(G2
(5)
(6)

(7

M

)
(3)

Pasal 93

Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat (2) hyrufa diberikan kepada Pegawai
Tetap YPS, dengan ketentuan telah memiliki masa kerja sekurang kurangnya 1 (satu) tahun;

Cuti tahunan sebagaimana pada ayat (1) diberikan tidak leb

untuk 1 (satu) tahun, dengan ketentutan untuk setiap pengam
hari kerja berturut-turut;

h dari 12 (dua belas) hari kerja
ilan cuti tidak melebihi 6 (enam)

Permohonan cuti tahunan diajukan kepada Rektor atas persefujuan atasan langsung pada unit

kerja yang bersangkutan;

Atasan langsung dapat menolak cuti dengan alasan kepentin
Apabila pengajuan permohonan cuti ditolak, kepada Pegaw
diberikan kesmepatan utnuk mengajukan cuti tahunan pada

Apabila seorang Pegawai Tetap YPS tidak mengajukan pe
hak cutinya hilang;

an dinas;

i Tetap YPS yang bersangkutan
esempatan berikutnya,

honan cuti pada tahun berjalan,

Ketidakhadiran dengan izin secara lisan dari atasan lansgung dihitung sebagai pengambilan

cuti tahunan.

Pasal 94

Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat (2) huruf b diajukan pegawai Tetap

YPS, dengan menunjukan surat keterangan dokter;
Cuti sakit diberikan oleh atasan langsung;

Apabila sakit berturut-turut sampai lebih dari 3 (tiga) bulan, maka Pegawai Tetap YPS

tersebut diajukan untuk diberhentikan,

Pasal 95

Cuti Melahirkan pada Pasal 92 ayat (2) huruf ¢ diberikan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan kerja,

dan dapat diambil 15 (lima belas) hari sebelum melahirkan;
Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) istri
atasan langsung.

Pasal 96

Cuti karena menunaikan Ibadah Haji sebagaimana dimaksu
diberikan 1 (satu) kali dan tidak lebih dari 45 ( empat puluh

diajukan kepada Rektor melalui

1 pada Pasal 92 ayat (2) huruf d
ima) hari kerja;

Cuti melaksanakan Umroh pada Pasal 92 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai Tetap

YPS tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja;

Cuti Umroh sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan 1 (sath) tahun sekali;
Bagi pembimbing [badah Umroh diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam setahun;

Bagi pembimbing Ibadah Haji diberikan sebanyak-banyakny
Cuti sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan oleh yang ber;
persetujuan atasan langsung;

Cuti untuk melaksanakan Haji yang kedua dan seterusnj
peraturan Rektor.

Pasal 97

Cuti diluar tanggungan Unpak pada Pasal 92 ayat (2) hurufe

a | (satu) kali dalam setahun;
sangkutan kepada Rektor dengan

ya mekanismenya diatur dalam

dapat diberikan kepada Pegawai

Tetap YPS yang sudah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun atas izin

Rektor;
Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan untuk waktu

paling singkat | (satu) bulan dan

paling lama 2 (dua) tahun serta berlaku hanya satu kali selamha menjadi Pegawai Tetap YPS;

Cuti yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), R
YPS untuk memberhentikan pegawai yang bersangkutan,;

ektor dapat mengusulkan kepada




(4) Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, yang bersangk
sebagai pegawai;

utan tidak memperoleh hak-hak

(5) Dalam hal cuti di luar tanggunan telah habis waktunya, yang bersangkutan dapat bekerja

kembali apabila tersedia formasi.
Pasal 98
(1) Dalam hal pegawai akan melaksanakan pernikahan, dap

sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat (3) huruf a palin
diajukan secara tertulis.

t mengajukan cuti pernikahan
lama 6 (enam) hari kerja yang

(2) Dalam hal salah seorang anggota keluarga pegawai meninggal dunia yaitu anak, istri/suami,

orangtua/mertua, kakak kandung, adik kandung maka p

pgawai dapat mengajukan cuti

sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat (3) huruf b derjgan mengajukan secara tertulis
paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pegawai yang befsangkutan meninggalkan tugas

/pekerjaan.

(3) Cuti untuk menikahkan anak sebagaimana dimaksud pada pgsal 92 ayat (3) huruf ¢ diberikan

selama 3 (tiga) hari kerja.
(4) Cuti untuk mengkhitankan dan/atau membaptis anak sebag]
ayat (3) huruf d diberikan selama 3 (tiga) hari kerja.
(5) Cuti karena istri melahirkan sebagaimana dimaksud pada pal
selama 3 (tiga) hari kerja.

BAB VIII
PELANGGARAN DISIPLIN DAN SA

Bagian Kesatu
Pelanggaran Disiplin

Pasal 99

Setiap ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan yang tidak melakg
dimaksud pasal 23 ayat (2) dan pasal 56 ayat (2), dinyatakan s
akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Sanksi

Pasal 100

(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 79, terdiri atas:
a. Pelanggaran Ringan;
b. Pelanggaran Sedang;
¢. Pelanggran Berat.
(2) Tingkat pelanggaran disiplin ditentukan berdasarkan hasi
dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 101

Pelanggaran Ringan Meliputi :
Tidak memenuhi petunjuk dan atau intruksi atasan yang ber:

Menolak perintah yang layak meskipun telah diperingatkan
Meninggalkan kantor dalam jam kerja bukan untuk keperlua

opooe

aimana dimaksud pada pasal 92

sal 92 ayat (3) huruf e diberikan

NKSI

anakan ketentuan sebagaimana
ebagai pelanggaran disiplin dan

pemeriksaan yang dituangkan

sifat mendasar;

Datang terlambat atau pulang sebelum waktunya dan ketentpan hari dan waktu kerja;

in dinas tanpa izin atasannya,

Merusak atau menyebabkan rusaknya barang milik Unpak Karena tidak sengaja’kelalaian;




f
2.

Pelanggaran Sedang meliputi :

B Rmoe Qoo

o

Pelanggaran Berat meliputi :

a.

=3

PR e Ao

—

m.

Sanksi atas pelanggaran disiplin meliputi :

a.
b.
c.

Merokok di tempat yang dilarang
Menjadi dosen luar biasa di tempat lain tanpa izin Rektor.

Pasal 102

bertengkar dan/atau berkelahi di lingkungan kampus;
menggunakan inventari milik Unpak untuk kepentingan pribpdi tanpa izin pimpinan;
sering tidak mengerjakan tugas sebagaimana mestinya;
meninggalkan tugas selama tiga hari berturut-turut tanpa alagan yang dapat diterima;
memangku jabatan di intansi lain tanpa izin rektor;
tidak menyelesaikan studi lanjut (drop out) tanpa alasan yang kuat;

lalai dalam melaksanakan tugas yang berakibat kerugian Unpak baik secara material maupun
immaterial;
tidak memenuhi BKD selama 2 (dua) semester secara bertyrut-turut yang wajib dilaporkan
pada SITER Kemendikbud Ristek.
tidak melaksanakan kewajiban pengajuan jabatan akademik dosen dan atau kenaikan jabatan
akademik dosen;
tidak berupaya melakukan peningkatan kompetensi dan profgsionalisme Dosen;

telah mendapat sanksi atas pelanggaran ringan 3 (tiga) kali ddlam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 103

menggunakan, mengedarkan, membawa/menyimpan dan atay menyalahgunakan bahan
napza;
membawa minuman keras dan atau meminum minuman yang memabukan di tempat kerja
atau lingkungan lainnya;

melakukan segala macam perjudian;
melakukan tindakan asusila;
melakukan penganiayaan terhadap pimpinan dan atau sesamg pegawai;

menghina atau mengancam pimpinan dan atau sesama pegawai;

merusak atau menyebabkan rusak inventaris milik Unpak deﬂgan sengaja;

menyalahgunakan wewenang, baik sebagai pejabat maupun gebagai pegawai;

membuat keputusan yang salah dengan sadar sehingga berakibat kerugian Unpak baik secara
material maupun immaterial;
meninggalkan tugas selama lebih dari 14 (empat belas) hari Herturut-turut tanpa alasan atau
keterangan yang jelas;
melakukan pelanggaran terhadap norma-norma agama islam dan atau mengikuti aliran sesat;
melakukan plagiarisme secara sengaja;
meninggalkan tugas lebih dari tiga hari sampai dengan empat belas hari berturut-turut tanpa
alasan atau keterangan yang jelas;
telah mendapatkan sanksi atas pelanggaran sedang 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun;

melakukan tindak pidana lain.

Pasal 104

Sanksi disiplin ringan;
Sanksi disiplin sedang;
Sanksi disiplin berat.




Jenis sanksi disiplin ringan meliputi

a.
b.

Jenis sanksi disiplin sedang meliputi :

o e o

s}

Jenis sanksi disiplin berat, meliputi :

oo oe

(M
(2)

(1)

)

Pasal 105

Teguran lisan;
Teguran tertulis.

Pasal 106

Penundaan kenaikan gaji, untuk selama satu tahun;
Penundaan kenaikan pangkat dan/atau jabatan untuk selama satu tahun;
Penundaan pengusulan kenaikan pangkat dan atau jabatan selama satu tahun;
Mengganti kerugian;
Tidak diperkenankan memangku jabatan stuktural sekurang-Kurangan 4 (empat) tahun setelah
pernyataan gagal studi (drop out) bagi pegawai Unpak yang hendapat izin studi lanjut;
Mengganti biaya studi lanjut yang telah dikeluarkan oleh Unpak dan tidak diperkenankan
memangku jabatan struktural sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun setelah pernyataan drop out
bagi pegawai Unpak yang mendapat tugas studi lanjut.
Penggantian biaya studi lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf f harus dibayarkan pada
Bendahara YPS setelah ada pernyataan atau keterangan gagal studi (drop out) dari
Perguguruan Tinggi penyelenggara Program Doktor/Doktor Terapan.

Pasal 107

penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendal, untuk selama satu tahun;
pemberhentian dari jabatan;

pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri;
pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai;
dikembalikan kepada instansi induknya, untuk dosen tetap djpekerjakan.

Pasal 108

Sebelum manjatuhkan sanksi, Pegawai YPS yang melanggat disiplin wajib diperiksa terlebih
dahulu oleh pejabat yang berwenang;

Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran, adalah :
a. Untuk pelanggaran ringan oleh atasan langsung;

b. Untuk pelanggaran sedang oleh Wakil Rektor yang ditupjuk oleh Rektor;
¢. Untuk pelanggaran berat oleh Tim yang dibentuk Rektof.

Pasal 109

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Pegawai YPS yang melakukan
pelanggaran ketentuan disiplin, adalah :
a. Atasan langsung, untuk sanksi disiplin ringan;
b. Rektor, untuk sanksi disiplin sedang berdasarkan usulan|dari pimpinan unit kerja,
c¢. Badan Pengurus YPS, untuk sanksi disiplin berat berdasarkan usulan Rektor atas
pertimbangan tim yang dibentuk Rektor.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuahan sanksi pada pegawai YPS diatur
Keputusan Rektor.




BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Calon Dosen Tetap YPS, Dosen Tetap YPS, Calon Tenaga Kep
Kependidikan Tetap YPS, dan Pegawai Tidak Tetap YPS yang

Peraturan Kepegawaian ini akan disesuaikan dan ditetapkan

endidikan Tetap YPS, Tenaga
diangkat sebelum berlakunya

sebagai Calon Dosen Tetap YPS,
Dosen Tetap YPS, Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS, Tenagg Kependidikan Tetap YPS; dan

Pegawai Tidak Tetap YPS dengan Perjanjian Kerja menurut Per

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepegawaian ini harus di
bulan terhitung sejak Peraturan Kepegawaian ini ditetapkan.

Pasal 112

Kepegawaian ini.

etapkan paling lama 6 (enam)

(1) Ketentuan yang berkaitan dengan Manajemen chegazvaian yang belum diatur dalam

Peraturan Kepegawaian ini dan ketentuan Struktur Organi

dan Non Manajerial di lingkungan Unpak akan diatur tersen|

i Tata Kerja Jabatan Manajerial
diri dalam Peraturan/Keputusan

Badan Pengurus YPS atau Peraturan/Keputusan Rektor sesuai kewenangannya masing-

masing.

()

Pasal 113

Segala peraturan yang berkaitan dengan manajeman kepegawaian

Kepagawaian ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
berdasarkan Peraturan Kepegawaian ini.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Kepegawaian ini mulai berlaku, Keputusan
Siliwangi dan Rektor Universitas Pakuan Nomor Nomor 040
36/KEP/REK/1V/ 2016 tentang Peraturan Kepegawaian Un
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Kepegawaian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketentuan Kepegawaian yang diatur dalam Peraturan Kepe]
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Kepegay

pawaian ini harus dilaksanakan
yaian ini ditetapkan.

sebelum berlakuanya Peraturan
bertentangan dan belum diganti

Bersama Ketua Yayasan Pakuan
KEP/YPS/IV/2016 dan Nomor
versitas Pakuan, dicabut dan

Ditetapkan di Bogor
pad al 2[5 Januari 2024
GURUS
A R AKUAN SILIWANGI
P -
’L& .Lc S
4 s

—

AL MARSUDI, S.H., M.H.




LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN PENGURUS

YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

'NOMOR: 001/PER/YPS/1/2024

TENTANG KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS PAKUAN

FORMAT PENULISAN NOMOR INDUK|PEGAWAI

Status Pegawai Kode
Dosen Tetap YPS 1
Tenaga Kependidikan Tetap YPS 2
Dosen dengan Perjanjian Kerja 3
Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja 4
Keterangan:
Kode NIK = Nomor induk pegawai tetap
kode NIKK = Nomor induk pegawai tidakl tetap
Kode Angka:
Digit 1 = Kode Pegawai
Digit 2 dan 3 = Kode bulan pengangkatan
Digit4 dan 5 = kode tahun pengangkatan
Digit 6 dan 7 = Kode bulan kelahiran
Digit 8 dan 9 = Kode tahun kelahiran
Digit 10 s.d 12 = Kode nomor urut pegawai
CONTOH Format Penulisan Nomor Induk Kepegawaian:
1 2 3 4 5 6 7 8 D 10 11 12
X X X X X X X X X X X .1

1. Dosen Tetap YPS

Nomor Induk Dosen Tetap YPS terdiri dari 12 (dua
sistematis dengan urutan:
NIK :1.06.24.09.65.xxx

belas) digit ditulis secara

Arti : dosen tetap YPS yang diangkat bulan Juni tahun 2024, lahir bulan

September tahun 1965 dengan nomor urut XxX.

2. Tenaga Kependidikan Tetap YPS

Nomor Induk Tenaga Kependidikan Tetap YPS terdiri [dari 12 (dua belas) digit ditulis

secara sistematis dengan urutan :
NIK :2.06.24.09.98.xxx

Arti : Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang diangkat bulan Juni tahun 2024

lahir bulan September tahun 1998 dengan nomor uruf

3. Dosen dengan Perjanjian Kerja

XXX.

Nomor Induk Dosen Dengan Perjanjian Kerja terdiri dari 12 (dua belas) digit ditulis secara

sistematis dengan urutan:
NIK :3.06.24.09.70.xxx

Arti : dosen tetap YPS yang diangkat bulan Juni tahun 2024 lahir bulan September

tahun 1970 dengan nomor urut Xxx




4. Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja
Nomor Induk Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja terdiri dari 12 (dua belas)

digit ditulis secara sisternatis dengan urutan:

NIKK : 4.06.24 .09 80.xxx
Arti : Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja yang diangkat bulan Juni tahun
2024 lahir bulan September tahun 1980 dengan nomor urut xxx.

DITETAPKAN DI BOGOR
PADA TANGGAL 25 JANUARI 2024
BADAN PEN(GURUS

ASAN PAKUAN SILIWANGI

_~/'/\ _

AL MARSUDI, SH., MH.

‘“\\\\\\.\:\-‘i




LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN PENGURUS
YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
NOMOR: 001/PER/YPS/1/2024

TENTANG KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS PAKUAN

JABATAN AKADEMIK DAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN RUANG
DOSEN TETAP
Kepangkatan/Golongan Ruang
Jabatan Akademik Angka Kredit (Disetarakan)
Asisten Ahli 150 Penath Muda Tingkat I, I1I/b
Lektor 200 Penata, 11l/c
Lektor 300 Penata Tingkat I, I11/d
Lektor Kepala 400 Pembina, IV/a
Lektor Kepala 550 Pembina Tingkat I, IV/b
Lektor Kepala 700 Pembina Utama Muda, IV/c
Profesor/Guru Besar 850 Pembjna Utama Madya, 1V/d
Profesor/Guru Besar 1050 Pembina Utama, IV/e
TAPKAN [DI BOGOR
$! ANGGAL 25 JANUARI 2024
4 ENGURUS
~ PAKUAN SILIWANGI
(V) E«;Nﬁg >
z x //\
4 < -
‘71s & __

. SUBAN

DI AL MARSUDI, SH., MH.




LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN PENGURUS
YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
NOMOR: 001/PER/YPS/1/2024

TENTANG KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS PAKUAN

GOLONGAN RUANG DAN PANGKAT PEGAWAI TETAP

Golongan Ruang Pangkat

I/b Juru Muda| Tingkat 1

I/e Jugu

I/d Juru Tingkat I

Il/a Pengatur Muda
/b Pengatur Mugda Tingkat [
/e Pengatur

/d Pengatur Tingkat |
Il/a Penata[Muda

/b Penata Muqa Tingkat I
ll/c PenLta

1/d Penata Tjlingkat 1
IV/a Pembina
IV/b Pembina Tingkat I
IV/ic Pembina Utama Muda
1v/d Pembina Utama Madya
IV/e Pembing Utama
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